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ABSTRAK 
 
SADLY BAKRY ( B 111 12 277), STATUS HUKUM PENYEDIA LAPAK 
DI PASAR TRADISIONAL, di bawah bimbingan Anwar Borahima 
selaku Pembimbing I dan Nurfaidah Said selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara 
penyedia lahan lapak, penyewa lahan lapak, dan PD. Pasar dan untuk 
mengetahui bentuk tanggung jawab penyedia lahan lapak apabila terjadi 
penggusuran/penertiban Pasar Tradisional. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah kota Makassar yaitu 
pada Pasar Terong dan sekitarnya. Penulis memperoleh data secara 
langsung dengan teknik wawancara kepada narasumber terkait status 
hukum penyedia lapak di pasar tradisional dan memperoleh data dari studi 
kepustakaan berupa literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, 
karya-karya ilmiah, internet dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan 
dengan masalah tersebut. 
Dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh kesimpulan bahwa 
(1) Hubungan hukum antara penyedia lahan lapak dengan penyewa lahan 
lapak sangat erat kaitannya karena antara penyedia lahan lapak dengan 
penyewa lahan lapak memiliki keterikatan dalam hal perjanjian sewa-
menyewa, antara penyewa lahan lapak dengan PD. Pasar memiliki 
hubungan hukum secara tidak langsung karena penyewa lahan lapak 
diwajibkan untuk membayar biaya retribusi jasa harian yang mana biaya 
retribusi jasa harian ini merupakan program kerja PD. Pasar, dan antara 
penyedia lahan lapak dengan PD. Pasar tidak memiliki hubungan hukum 
apapun karena tidak ada perjanjian apapun yang mengikatnya. (2) Bentuk 
tanggung jawab penyedia lahan lapak kepada penyewa lahan lapak 
sangatlah beragam, ada yang mengembalikan seluruh uang sewa 
penyewa, ada juga yang memberikan ganti rugi dengan mengembalikan 
sebagian uang sewa penyewa lahan lapak dengan menghitung waktu 
pemakaian lahan lapak oleh penyewa lahan lapak, dan adapula yang tidak 
memberikan ganti rugi kepada penyewa lahan lapak dalam bentuk apapun 
baik itu berupa uang ataupun penggantian lahan lapak yang baru dengan 
alasan semua risiko harus ditanggung oleh penyewa lahan lapak itu 
sendiri. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang 
lain. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, dan tidak 
semua dari kebutuhan itu dapat dihasilkan sendiri, maka manusia 
melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. 
 Pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang 
atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan 
disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Sebagai wadah dari 
transaksi jual beli tersebut maka muncullah pasar untuk mempertemukan 
para pelaku ekonomi ini. 
Pasar awalnya terbentuk dari kebiasaan masyarakat zaman dahulu 
yang menggunakan sistem barter atas barang yang dibutuhkannya namun 
tidak diproduksi sendiri. Untuk melakukan barter, dipilih sebuah tempat 
yang disepakati bersama. Lama-kelamaan tempat tersebut berubah 
menjadi pasar. Kegiatan yang dilakukan di sanapun tidak hanya sekedar 
barter namun sudah berupa kegiatan jual beli dengan menggunakan alat 
pembayaran yang sah berupa uang. Pada  pasar inilah terjadi interaksi 
manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) barang dan 
jasa dengan membuka lapak untuk melakukan kegiatan perdagangan. 
Lapak biasanya digunakan sebagai sebutan untuk tempat, lokasi, 
dan/atau wilayah atas kepemilikan tertentu. 
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Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat 
bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu 
baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modern 
dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan 
lainnya1. Pada umumnya pasar biasa disebut sebagai tempat bertemunya 
penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang 
diperdagangkan. 
Secara umum pasar dikenal ada dua yaitu pasar tradisional dan 
pasar modern. Pada dasarnya pasar tradisional merupakan pasar lokal 
namun seiring dengan kemajuan yang sangat pesat dalam bidang 
teknologi dan komunikasi sehingga menimbulkan keterkaitan antara pasar 
tradisional dengan pasar modern. 
Secara tradisional pasar merupakan tempat fisik dimana para 
pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang 2 , 
sedangkan berdasarkan PERDA NO.15 Tahun 2009 “ Pasar tradisional 
adalah pasar yang dibangun dan dikelolah oleh Pemerintah 
Daerah,Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) termasuk kerja sama dengan swasta berupa tempat 
usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh 
pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal 
                                                          
1 Pasal 1 angka (7) PERDA No. 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar 
Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar 
2 Philip Kotler & Kevin Lane Keller, 2009, Manajemen Pemasaran Edisi 12, Indonesia: PT. Macanan 
Jaya Cemerlang, hlm.12 
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kecil, dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar 
menawar”3.  
Pasar tradisional pada umumnya kebanyakan menjual kebutuhan 
sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah-buahan, 
sayur-sayuran, telur, daging, kain, kue-kue, barang elektronik serta 
barang-barang lain yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
Pasar tradisional masih banyak ditemukan di Indonesia khususnya di 
Makassar dan umumnya letak pasar tradisional ini dekat dengan kawasan 
perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Contoh 
Pasar tradisional yang ada di Makassar antara lain : Pasar Terong, Pasar 
Sentral, Pasar Daya, dan masih banyak lagi. 
Pada umumnya pasar tradisional di Indonesia khususnya di 
Makassar sekarang ini walaupun mendapat perhatian dari pemerintah, 
namun perhatian dari pemerintah ini tidak dapat terealisasikan dengan 
baik karena banyaknya pedagang yang sulit diatur. Perhatian dari 
pemerintah itu sendiri berupa penertiban atau penataan yang dilakukan 
oleh PD. Pasar agar konsumen nyaman dalam berbelanja. Tidak 
terealisasinya upaya pemerintah ini, memungkinkan beberapa pihak yang 
tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi ini, mulai dari 
menyewakan tempat/lokasi (Lapak) secara bebas buat para pedagang liar 
tanpa mematuhi aturan PERDA No.15 tahun 2009 tentang Perlindungan, 
Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota 
                                                          
3 Pasal 1 angka (8) PERDA No. 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar 
Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar 
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Makassar yang telah dibuat dan disahkan, memungut biaya retribusi demi 
kepentingan pribadi, walaupun hal di atas tidak termasuk dalam 
wewenang PD. Pasar tetapi tetap ada pedagang yang menyewa lapak 
yang disediakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab meski sudah 
mengetahui risikonya yang akan ditimbulkan nanti. 
Pada dasarnya para pedagang yang ingin berjualan di sekitar area 
pasar tidak diwajibkan untuk menyewa los ataupun lapak, melainkan 
mereka hanya diwajibkan untuk membayar uang jasa produksi sebesar 
Rp.10.000,- /bulan, serta para pedagang yang ingin berjualan di sekitar 
area pasar harus atas sepengetahuan kepala unit pasar dan melengkapi 
beberapa persyaratan yang diajukan oleh pihak pasar itu sendiri. Pada 
praktiknya, beberapa titik lokasi yang berada di sekitar area pasar ada 
pedagang yang menyewa lahan lapak kepada penyedia lahan lapak agar 
bisa berjualan di tempat tersebut tanpa sepengetahuan kepala unit pasar. 
Padahal, setiap pedagang yang ingin melakukan kegiatan jual beli di 
pasar baik dalam lingkungan pasar itu sendiri maupun di beberapa titik 
lokasi sekitar area pasar yang masih masuk dalam kewenangan pasar 
tersebut. 
Kebanyakan lahan lapak yang ada di Pasar Tradisional disediakan 
oleh warga sekitar yang secara kebetulan area yang dijadikan pasar 
tersebut berada di wilayah pemukiman warga. Lapak-lapak ini 
kebanyakan berukuran 1 meter persegi.Lapak-lapak yang disediakan ini 
juga kebanyakan diluar dari wewenang PD. Pasar karena yang menjadi 
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wewenang PD. Pasar  yaitu 100 meter dari area pasar, namun penyedia 
lahan lapak menyediakan lahan lapaknya di luar dari wilayah kewenangan 
PD. Pasar. 
Lahan lapak yang disediakan umumnya memiliki jangka waktu 
tertentu yaitu kegiatan perpasaran hanya dapat dilakukan mulai pukul 
01:00-09:00 WITA, di luar dari waktu yang tentukan kegiatan perpasaran 
ini harus dihentikan. Tiap-tiap wilayah yang dijadikan sebagai pasar ada 
yang bertanggung jawab dalam hal pemungutan biaya retribusi jasa 
harian dimana biaya retribusi ini sudah satu paket dengan biaya 
kebersihan. Jadi penagihan biaya retribusi jasa harian akan dilakukan oleh 
kolektor-kolektor yang diberikan tanggung jawab. Untuk wilayah Jalan 
Poros Terong kolektor yang bertanggung jawab ialah Pak Salju, untuk 
wilayah Jalan Kubis kolektor yang bertanggung jawab ialah Andi 
Rahmawati,  dan untuk wilayah Jalan Bayam kolektor yang bertanggung 
jawab ialah Pak Tasrif. 
Bagi para pedagang yang berjualan di luar dari kawasan pasar atau 
tempat yang telah ditentukan oleh pihak PD. Pasar dilarang keras untuk 
tetap melakukan kegiatan jual beli di tempat tersebut karena pedagang-
pedagang ini telah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan, sehingga 
apabila ada pedagang yang tetap berjualan di luar dari area pasar, maka 
pihak PD. Pasar akan melakukan penertiban dengan cara penggusuran. 
Namun, meski pihak PD. Pasar sudah melakukan upaya penertiban masih 
banyak pedagang yang tidak mendengar dan tetap melakukan kegiatan 
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seperti biasanya. Hal inilah yang menjadi penyebab utama banyaknya 
pedagang atau dalam hal ini sebagai penyewa lahan lapak tidak 
memperoleh perlindungan hukum dalam memperjuangkan haknya apabila 
sewaktu-waktu pihak pasar melakukan penertiban dengan cara 
penggusuran. Para pedagang ini harus menanggung risiko dan 
kerugiannya sendiri. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah mengenai status hukum dan 
tanggung jawab penyedia lapak, maka untuk menarik benang merah 
dalam penelitian ini, penulis membuat dua rumusan masalah, sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah hubungan hukum antara Penyedia Lahan Lapak, 
Penyewa, dan PD. Pasar? 
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Penyedia Lahan Lapak apabila 
terjadi penertiban Pasar Tradisional? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Penyedia Lahan Lapak, 
Penyewa, dan PD.Pasar. 
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Penyedia Lahan Lapak 
apabila terjadi penertiban Pasar Tradisional. 
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D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain : 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi 
penyedia lahan lapak liar. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada 
pemerintah untuk lebih memfokuskan lagi terhadap penataan pasar 
tradisional agar konsumen dapat berbelanja dengan nyaman. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Sewa-Menyewa 
1. Pengertian Perjanjian 
Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, 
dan dalam bahasa Inggris dikenal istilah contract/agreement. Pasal 1313 
KUH Perdata menentukan bahwa: 
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. 
 
Ketentuan Pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan 
yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai 
berikut:4 
1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat dilihat dari 
rumusan kata “mengikatkan diri”, seharusnya rumusan itu ialah 
“saling mesngikatkan diri” jadi ada kesepakatan antara kedua 
belah pihak. 
2. Kata perbuatan tidak mencakup adanya suatu konsensus 
(kesepakatan). Karena dari kata “perbuatan” mencakup juga 
tindakan penyelenggaraan kepentingan (zaakwaarneming), 
tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak 
                                                          
4 Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 
224 
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mengandung suatu konsensus. Oleh karena itu, kata yang lebih 
tepat digunakan ialah “persetujuan”. 
3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian 
mencakup perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum 
keluarga. Padahal yang dimaksudkan hanyalah hubungan antara 
debitor dan kreditor mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang 
diatur dalam buku III KUH Perdata sebenarnya hanya meliputi 
perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian 
(personal). 
4. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan Pasal 1313 KUH 
Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, 
sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. 
Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Abdulkadir Muhammad 
merumuskan kata perjanjian sebagai berikut:5 
“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau 
lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal 
mengenai harta kekayaan” 
 
Berdasarkan definisi tersebut, jelas terdapat consensus 
(kesepakatan) antara pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu hal, 
mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Rumusan ini 
erat hubungannya dengan syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam 
Pasal 1320 KUH Perdata. 
                                                          
5 Ibid., hlm. 225 
10 
 
2. Asas Perjanjian 
Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan 
dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas 
tersebut adalah sebagai berikut:6 
1. Asas Konsensualisme 
Dalam sektor perjanjian pertama-tama harus ditonjolkan bahwa 
kita berpegang pada asas konsensualisme, yang merupakan syarat 
mutlak bagi hukum perjanjian dan bagi terciptanya kepastian hukum. 
Asas konsensualisme memiliki arti penting, yaitu bahwa untuk 
melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai 
hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu lahir 
pada saat detik tercapainya kesepakatan para pihak, walaupun perjanjian 
tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan 
tercapainya kesepakatan oleh para pihak, melahirkan hak dan kewajiban 
bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut bersifat 
obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi 
perjanjian tersebut. 
Berdasarkan ketentuan  Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, 
menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah 
kesepakatan kedua belah pihak. Artinya bahwa perikatan pada umumnya 
tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan 
para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun 
                                                          
6 Ahmadi Miru, 2011, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 3 
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dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai 
alat bukti. 
Asas konsensualisme tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian 
karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual sedangkan 
terhadap perjanjian formal dan perjanjian riil tidak berlaku. Dari asas ini 
dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu cukup secara lisan 
saja, sebagai penjelmaan dari asas “manusia itu dapat dipegang 
mulutnya” artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya 
tetapi ada perjanjian tertentu yang dibuat secara tertulis, misalnya 
perjanjian perdamaian, hibah, pertanggungan. Tujuannya ialah untuk bukti 
lengkap mengenai apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian dengan 
formalitas tertentu ini disebut perjanjian formal. 
2. Asas Kebebasan Berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang 
sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini oleh 
sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 
ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa: 
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.” 
 
Kebebasan berkontrak  memberikan jaminan kebebasan kepada 
seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan 
dengan perjanjian, di antaranya: 
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a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau 
tidak; 
b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian; 
c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian; 
d. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan 
e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh 
undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak 
bertentangan dengan kesusilaan. 
Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang 
menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak 
terlepas juga dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan 
hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya 
(mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang 
sifatnya memaksa. 
3. Asas Pacta Sunt Servada 
Asas Pacta Sunt Servada, artinya setiap orang yang membuat 
perjanjian, terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian 
tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut 
mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. 
Asas ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian yang terdapat dalam 
ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menentukan bahwa: 
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“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.” 
“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat 
kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu.” 
“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ini, perjanjian 
diangkat kedudukannya sederajat dengan undang-undang oleh sebab itu 
jika ada perjanjian yang menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian, 
yang diberlakukan adalah isi perjanjian. 
Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas sistem terbukanya 
hukum perjanjian, karena memiliki arti bahwa semua perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak asal memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sekalipun 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Buku III 
KUH Perdata tetap mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak 
yang membuat perjanjian. 
Sebagai konsekuensi dari asas ini, adalah bahwa siapapun selain 
para pihak yang membuat perjanjian dilarang mencampuri isi perjanjian 
yang telah dibuat dan tidak ada seorangpun yang dapat mengurangi hak 
orang lain selain yang telah ditentukan didalam perjanjian yang dibuat, 
dan konsekuensi lainnya adalah apabila terjadi sengketa atas perjanjian 
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dimaksud maka hakim akan menyelesaikan sengketanya sesuai dengan 
isi perjanjian tersebut. 
4. Asas Itikad Baik 
Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam 
hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 
1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan 
debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan 
atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. 
Asas ini, para pihak masing-masing memiliki kewajiban untuk 
menjelaskan dan meneliti fakta material yang berkaitan dengan perjanjian 
tersebut. Perilaku para pihak dalam melaksanakan perjanjian dan 
penilaian terhadap isi perjanjian harus didasarkan pada prinsip 
kerasionalan dan kepatutan. Dalam teori itikad baik, kewajiban ini 
melahirkan predikat “beritikad baik” atau sebaliknya “beritikad buruk” bagi 
para pihak dalam pelaksanaan perjanjian.7 
Kalau itikad baik pada waktu membuat suatu perjanjian berarti 
kejujuran, maka itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah 
kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak-tanduk suatu pihak 
dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Kalau undang-undang 
mengatur bahwa barangsiapa berdasarkan suatu perikatan diwajibkan 
menyerahkan suatu barang, diwajibkan merawatnya sebaik-baiknya, 
                                                          
7 Ridwan Khairandy, 2013, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Jakarta: 
Universitas Indonesia, hlm.134 
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dengan minat seperti terhadap barang miliknya sendiri sampai saat 
terlaksananya penyerahan tersebut, maka itu adalah suatu ketentuan 
yang ditujukan kepada itikad baik didalam melaksanakan suatu kewajiban 
hukum. Begitu pula kalau undang-undang mengatur bahwa barang siapa 
diwajibkan menyerahkan suatu barang yang hanya ditetapkan jenisnya, 
tidak diwajibkan menyerahkan barang dari mutu yang paling tinggi, tetapi 
juga tidak boleh menyerahkan barang dari mutu yang paling rendah. 
Kalau Pasal 1338 ayat (1) dengan mengatur bahwa suatu 
perjanjian “mengikat sebagai undang-undang” bertujuan meningkatkan 
kepastian hukum, maka Pasal 1338 ayat (3) dengan mengatur bahwa 
memerintahkan supaya perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, 
bertujuan mencegah kelakuan yang tidak patut atau sewenang-wenang 
dalam hal pelaksanaan tersebut. 
Pengertian itikad baik memiliki dua arti yaitu: 
1. Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma 
kepatutan dan kesusilaan. 
2. Perjanjian yang dibuat harus didasari oleh suasana batin yang 
memiliki itikad baik. 
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3. Unsur Perjanjian 
Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur 
dalam perjanjian:8 
a. Unsur esensialia; 
b. Unsur naturalia; 
c. Unsur aksidentalia. 
Pada hakikatnya ketiga macam unsur dalam perjanjian tersebut 
merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur 
dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata. 
a) Unsur Esensialia 
Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan 
berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih 
pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang 
membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur 
esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, 
definisi atau pengertian dari suatu perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli 
dibedakan dari perjanjian tukar menukar dalam wujud pembayaran harga. 
Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu 
perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang 
dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat 
menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan 
kehendak para pihak. 
                                                          
8 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2010, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: Rajawali 
Pers, hlm. 83 
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Semua perjanjian yang disebut dengan perjanjian bernama yang 
diatur dalam KUH Perdata mempunyai unsur esensialia yang berbeda 
satu dengan yang lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik tersendiri, 
yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, dalam kontrak 
jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa 
kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak 
tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang 
diperjanjikan. 
b) Unsur Naturalia 
Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian 
tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Unsur ini 
telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para 
pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Misalnya dalam 
perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan 
terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung 
kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. 
c) Unsur Aksidentalia 
Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, 
yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara 
menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang 
merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama 
oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan 
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merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi 
oleh para pihak. 
4. Syarat Sah Suatu Perjanjian 
Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang 
telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum (legally 
concluded contract). Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, 
untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:9 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal. 
Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan 
diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. 
Berikut penjelasan keempat syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: 
1) Persetujuan kehendak 
Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, setuju atau seia sekata 
pihak-pihak mengenai hal-hal pokok perjanjian. Kesepakatan dalam 
perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak 
dalam perjanjian mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu 
juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya untuk dilaksanakan, bagaimana 
cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus 
melaksanakan. 
                                                          
9 Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 
228 
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Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan 
mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam 
perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk 
pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan 
segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum 
untuk disepakati oleh para pihak. 
Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada 
paksaan, tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul atas kemauan 
sukarela para pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk 
juga tidak ada kehilafan dan tidak ada penipuan.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 1324 KUH Perdata, dikatakan tidak 
ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada 
dibawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan 
upaya menakut-nakuti, misalnya akan membuka rahasia sehingga dengan 
demikian orang itu terpaksa menyetujui perjanjian. 
Dikatakan tidak ada kehilafan atau kekeliruan apabila salah satu 
pihak tidak khilaf atau tidak keliru mengenai pokok perjanjian. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1322 KUH Perdata ayat (1) dan (2), 
kekeliruan atau kehilafan tidak mengakibatkan batal suatu perjanjian, 
kecuali apabila kekeliruan atau kehilafan itu terjadi mengenai hakekat 
benda yang menjadi pokok perjanjian atau mengenai sifat khusus dengan 
siapa diadakan perjanjian. 
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Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata, apabila tipu muslihat itu 
dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa sehingga terang dan nyata 
membuat pihak lainnya tertarik untuk membuat perjanjian. 
2) Kecakapan 
Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan 
masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Meskipun kedua hal 
tersebut secara prinsip berbeda, namun dalam membahas masalah 
kecakapan bertindak yang melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka 
masalah kewenangan untuk bertindak juga tidak dapat dilupakan. Jika 
masalah kecakapan untuk bertindak berkaitan dengan masalah 
kedewasaan dari orang perorangan yang melakukan suatu tindakan atau 
perbuatan hukum, masalah kewenangan berkaitan dengan kapasitas 
orang perorangan tersebut yang bertindak atau berbuat dalam hukum.  
Dapat dikatakan seorang yang cakap bertindak dalam hukum 
tetapi ternyata tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum 
dan sebaliknya seorang yang dianggap berwenang untuk bertindak 
melakukan suatu perbuatan hukum, ternyata karena suatu hal menjadi 
tidak cakap untuk bertindak dalam hukum. Pada dasarnya yang paling 
pokok dan mendasar adalah masalah kecakapan untuk bertindak, setelah 
seseorang dinyatakan cakap untuk bertindak atas namanya sendiri baru 
kemudian dicari tahu apakah orang perorangan yang cakap bertindak 
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dalam hukum tersebut, juga berwenang untuk melakukan suatu tindakan 
atau perbuatan hukum tertentu. 
Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut 
hukum. Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan 
hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun 
atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Dalam ketentuan Pasal 1330 
KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk 
membuat suatu perjanjian: 
a. Orang-orang yang belum dewasa;  
Orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang 
belum genap berumur 21 tahun dan belum kawin (Pasal 330 KUH 
Perdata), tetapi apabila seseorang berumur di bawah 21 tahun tetapi 
sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum. 
b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 
Berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, orang yang 
dianggap di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang 
selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap 
harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang 
cakap mempergunakan pikirannya, serta seorang dewasa boleh juga 
ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya. 
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c. Perempuan yang telah kawin. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1330 ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 
108 KUH Perdata, perempuan  yang telah kawin tidak cakap untuk 
membuat suatu perjanjian.10 
 Memang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang 
membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, 
mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan 
tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan 
dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu 
perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut 
haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan 
harta kekayaannya. 
3) Suatu hal tertentu 
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, 
prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-
kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau 
objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan 
kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau 
prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, 
maka perjanjian itu batal. 
Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian harus jelas dan 
ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang 
                                                          
10 R. Soeroso, 2011, perjanjian di Bawah Tangan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.12 
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maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal 
tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, 
keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. 
Berbeda dari hal diatas, dalam KUH Perdata dan pada umumnya 
sarjana hukum berpendapat bahwa prestasi itu dapat berupa: 
a. Menyerahkan/memberikan sesuatu; 
b. Berbuat sesuatu; dan 
c. Tidak berbuat sesuatu. 
Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat 
dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, 
atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa harus ditentukan 
apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. 
Untuk menentukan tentang hal tertentu yang berupa tidak 
berbuat sesuatu juga harus dijelaskan dalam perjanjian seperti “berjanji 
untuk tidak saling membuat pagar pembatas antara dua rumah yang 
bertetangga.” 
4) Suatu sebab yang halal 
Kata “causa” berasal dari bahasa Latin yang artinya “sebab”. 
Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang 
mendorong orang untuk membuat perjanjian, tetapi yang dimaksud 
dengan causa yang halal dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata itu 
bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong 
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orang membuat perjanjian,melainkan sebab dalam arti “ isi perjanjian itu 
sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. 
Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab 
orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau yang diawasi oleh 
undang-undang ialah isi perjanjian, yang menggambarkan tujuan yang 
hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang 
atau tidak maupun bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan 
atau tidak. 
Syarat pertama dan kedua dalam ketentuan Pasal 1320 KUH 
Perdata disebut sebagai syarat Subjektif, karena melekat pada diri orang 
yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian 
dapat dibatalkan (vernietigbar). Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan 
kepada Hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak walaupun 
diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima tahun. 
Syarat ketiga dan keempat pada ketentuan Pasal 1320 KUH 
Perdata disebut sebagai syarat Objektif, karena mengenai sesuatu yang 
menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal 
(nietig void).11 
5. Berakhirnya Perjanjian 
Berakhirnya suatu perjanjian harus benar-benar dibedakan dengan 
berakhirnya suatu perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, 
sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada. 
                                                          
11 Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm 233 
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Misalnya, pada  perjanjian jual-beli, dengan dibayarnya harga maka 
perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus, sedangkan 
perjanjiannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang 
belum terlaksana.  
Hanya jika semua perikatan-perikatan dari perjanjian telah hapus 
seluruhnya, maka perjanjiannya pun akan berakhir. Hal tersebut 
merupakan hapusnya perjanjian sebagai akibat dari hapusnya perikatan-
perikatannya. Sebaliknya, hapusnya suatu perjanjian dapat pula 
mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya, yaitu apabila suatu 
perjanjian hapus dengan berlaku surut. Misalnya, sebagai akibat dari 
pembatalan berdasarkan wanprestasi [ketentuan Pasal 1266 KUH 
Perdata], maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus.  
Perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang 
telah dipenuhi, harus pula ditiadakan. Selain itu dapat juga terjadi, bahwa 
perjanjiannya sendiri hapus atau berakhir tetapi perikatannya masih ada. 
Misalnya, dalam perjanjian sewa-menyewa, perjanjian sewa-menyewanya 
sudah berakhir, tetapi perikatan untuk membayar uang sewa belum 
berakhir karena belum dibayar. Walaupun pada umumnya jika perjanjian 
hapus maka perikatan pun menjadi hapus, sebaliknya jika perikatannya 
hapus maka perjanjiannya pun menjadi hapus. 
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Suatu perjanjian dapat hapus, karena:12 
1. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu 
tertentu; 
2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu 
perjanjian. Misalnya, pada ketentuan Pasal 1066 ayat (3) KUH 
Perdata menentukan bahwa “ namun dapatlah diadakan persetujuan 
untuk selama waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.” Artinya 
bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama 
waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan 
akan tetapi waktu persetujuan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 
1066 ayat (4) KUH Perdata dibatasi berlakunya hanya untuk lima 
tahun; 
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan 
terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Misalnya, 
jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian menjadi hapus. Hal 
tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1646 ayat (4) KUH Perdata 
tentang perjanjian perseroan/persekutuan perdata, ketentuan Pasal 
1813 KUH Perdata tentang perjanjian pemberian kuasa, dan 
ketentuan Pasal 1603 huruf j KUH Perdata tentang perjanjian kerja; 
4. Apabila salah satu ataupun kedua belah pihak menyatakan 
menghentikan perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian kerja ataupun 
perjanjian sewa-menyewa; 
                                                          
12 Djaja S. Meliala, 2014, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, hlm.186 
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5. Perjanjian hapus karena putusan hakim; 
6. Tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai; dan 
7. Dengan persetujuan para pihak yang melakukan perjanjian. 
Jika dalam suatu perjanjian tersebut telah terpenuhi salah satu unsur 
dari hapusnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan diatas maka 
perjanjian tersebut berakhir sehingga dengan berakhirnya perjanjian 
tersebut para pihak terbebas dari hak dan kewajiban masing-masing. 
6. Pengetian Sewa-Menyewa 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1548 KUH Perdata menentukan 
bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang 
satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 
kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan 
pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu 
disanggupi pembayarannya. 
Sewa-menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-
perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensuil. 
Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat 
mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak 
yang satu, menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, 
sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini, membayar harga sewa. Jadi 
barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai, 
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dinikmati kegunaannya. Dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat 
menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.13 
Meskipun sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsensual 
namunoleh undang-undang diadakan perbedaan (dalam akibat-akibatnya) 
antara sewa tertulis dan sewa lisan, perbedaan itu dapat dilihat 
berdasarkan ketentuan Pasal 1570 KUH Perdata dan Pasal 1571 KUH 
Perdata. Berdasarkan Pasal 1570 KUH Perdata menentukan bahwa “ Jika 
sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum apabila 
waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu 
pemberhentian untuk itu.” Sedangkan  berdasarkan Pasal 1571 KUH 
Perdata menentukan bahwa “ Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan maka 
sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak 
lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan 
tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.” 
Jika sewa-menyewa itu diadakan secara tertulis, maka sewa itu 
berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah 
habis tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk 
itu. Sebaliknya, kalau sewa-menyewa tidak dibuat dengan tulisan, maka 
sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan melainkan jika pihak 
yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak 
menghentikan sewanya, pemberitahuan yang harus dilakukan dengan 
mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan 
                                                          
13 Subekti, 2014, Aneka Perjanjian, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 39 
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setempat. Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu, maka anggaplah 
bahwa sewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama. 
7. Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa 
Para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa adalah:14 
1) Pihak yang Menyewakan 
Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang 
menyewakan barang atau benda kepada pihak lainnya untuk dinikmati 
kegunaan benda tersebut kepada penyewa. Pihak yang menyewakan 
barang atau benda tidak harus pemilik benda sendiri tetapi semua orang 
yang atas dasar hak penguasaan untuk memindahkan pemakaian barang 
ke tangan orang lain. Hal tersebut dikarenakan di dalam sewa-menyewa 
yang diserahkan kepada pihak penyewa bukanlah hak milik atas suatu 
barang selainkan hanya pemakaian atau pemungutan atas hasil dari 
barang yang disewakan. Sesuai dengan judul yang saya angkat, Pihak 
yang menyewakan ialah penyedia lahan bagi pedagang kaki lima yang 
ingin berjualan di sekitar area pasar. 
2) Pihak Penyewa 
Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa 
barang atau benda dari pihak yang menyewakan. Dalam hal ini, para 
pedagang kaki lima yang ingin menyewa kepada penyedia lahan agar bisa 
berjualan di sekitar area pasar. 
 
                                                          
14http://myklangenan.blogspot.co.id/2009/10/sewa-menyewa.html, Diakses pada tanggal 18 
September 2015, Pukul 19:14 WITA 
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8. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Sewa-Menyewa 
Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian timbal balik 
sehingga ada hak dan kewajiban yang membebani para pihak yang 
melakukan perjanjian.15 
1) Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan 
Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban, berdasarkan 
ketentuan Pasal 1550 KUH Perdata. Kewajiban-kewajiban tersebut, yaitu: 
a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa; 
b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, sehingga barang 
itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud; dan 
c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari barang yang 
disewakan selama berlangsungnya persewaan. 
Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang 
yang disewa untuk dinikmati bukan menyerahkan hak milik atas barang 
itu. Selanjutnya ia diwajibkan selama waktu sewa untuk melakukan 
pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan apabila perlu 
dilakukan, kecuali pembetulan-pembetulan kecil yang menjadi kewajiban 
si penyewa.  
Pihak yang menyewakan juga harus menanggung si penyewa 
terhadap semua cacat dari barang yang disewakan yang dapat 
menghalangi pemakaian barang tersebut walaupun sewaktu perjanjian 
dibuat, para pihak tidak mengetahui cacat tersebut. Jika cacat-cacat itu 
                                                          
15 Subekti, op.cit., hlm. 42 
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telah mengakibatkan suatu kerugian bagi si penyewa, maka pihak yang 
menyewakan diwajibkan untuk memberikan ganti-rugi. 
Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada si penyewa 
dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk 
menanggulangi atau menangkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak 
ketiga, yang misalnya membantah hak si penyewa untuk memakai barang 
yang disewanya. Kewajiban tersebut tidak meliputi pengamanan terhadap 
gangguan-gangguan fisik, seperti orang melempari rumahnya dengan 
batu. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1556 KUH Perdata yang 
menentukan bahwa: 
“Pihak yang menyewakan tidaklah diwajibkan menjamin si penyewa 
terhadap rintangan-rintangan dalam kenikmatannya yang dilakukan 
oleh orang-orang pihak ketiga dengan peristiwa-peristiwa dengan 
tidak memajukan sesuatu hak atas barang yang disewa dengan tidak 
mengurangi hak si penyewa untuk menuntut sendiri orang itu”. 
 
Pihak yang menyewakan disamping dibebani dengan kewajiban juga 
menerima hak. Hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menyewakan, 
ialah: 
a. Menerima uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah 
ditentukan dalam perjanjian; 
b. Menegur si penyewa apabila tidak menjalankan kewajibannya 
dengan baik. 
2) Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa 
Pihak penyewa memiliki dua kewajiban yang utama, ialah: 
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a. Memakai barang yang disewa sebagai tuan rumah yang baik, sesuai 
dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian 
sewanya, atau jika tidak ada perjanjian mengenai itu, menurut tujuan 
yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan; 
b. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan 
menurut perjanjian. 
Kewajiban untuk memakai barang sewaan sebagai seorang tuan 
rumah yang baik berarti kewajiban untuk memakainya seakan-akan itu 
barang kepunyaannya sendiri. Jika si penyewa memakai barang yang 
disewa untuk suatu keperluan lain yang bukan tujuan pemakaiannya atau 
suatu keperluan sedemikian rupa hingga dapat menerbitkan kerugian 
kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini menurut keadaan dapat 
meminta pembatalan sewanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 
1561 KUH Perdata. Misalnya, sebuah rumah kediaman dipakai untuk 
perusahaan atau bengkel mobil. 
Kalau yang disewa itu sebuah rumah kediaman, maka si penyewa 
diwajibkan untuk melengkapi rumah itu dengan perabot rumah 
secukupnya; jika tidak, ia dapat dipaksa untuk mengosongkan rumah itu, 
kecuali jika ia memberikan cukup jaminan untuk pembayaran uang 
sewanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1581 KUH Perdata. Dari 
ketentuan ini dapat kita lihat bahwa perabot rumah itu dijadikan jaminan 
untuk pembayaran uang sewa. 
Adapun hak yang diperoleh oleh pihak penyewa, ialah: 
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a. Menerima barang yang disewa; 
b. Memperoleh kenikmatan yang tenteram atas barang yang disewanya 
selama waktu sewa; dan 
c. Menuntut pembetulan-pembetulan atas barang yang disewa apabila 
pembetulan-pembetulan tersebut merupakan kewajiban pihak yang 
menyewakan. 
B. Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan 
Pasar Modern Di Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Makassar N0. 15 Tahun 2009 
 
1. Pengertian, Asas, dan Tujuan Pasar Tradisional 
Berdasarkan PERDA No. 15 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 8 
menentukan bahwa:  
“Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 
Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan 
Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa 
tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang 
dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan 
usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang 
dagangan dengan tawar-menawar.” 
 
Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan 
penataan pasar modern, dilaksanakan berdasarkan atas asas, asas-asas 
tersebut telah diatur ke dalam PERDA No. 15 Tahun 2009 pada Pasal 2, 
yakni : 
1. Kemanusiaan; 
2. Keadilan; 
3. Kesamaan kedudukan dan kemitraan; 
4. Ketertiban dan kepastian hukum; 
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5. Kelestarian lingkungan; dan 
6. Kejujuran usaha dan persaingan sehat (fairness). 
Berdasarkan PERDA No. 15 Tahun 2009 pada Pasal 3 diatur 
tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan 
pasar modern, yang bertujuan untuk : 
1. Memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, 
dan koperasi serta pasar tradisional; 
2. Memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi 
serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, 
bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan 
kesejahteraannya; 
3. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di 
suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar 
tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan 
memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata; 
4. Terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, 
mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pelaku usaha pasar 
modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam 
menjalankan usaha di bidang perdagangan; 
5. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta 
dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional 
dan pasar modern; 
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6. Memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi usaha mikro 
kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional dan pasar modern 
dalam melakukan kegiatan usaha; 
7. Mendorong kepada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta 
pasar tradisional dan pasar modern dalam melakukan pelestarian 
lingkungan dan menjaga kebersihan di sekitar usaha; 
8. Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat 
antara pasar modern dengan pasar tradisional,usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang lebih 
cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi 
nasional yang mantap,lancar,efisien, dan berkelanjutan. 
2. Penggolongan Pasar Tradisional 
Berdasarkan PERDA No. 15 Tahun 2009 pada Pasal 4 ayat 1 diatur 
mengenai usaha-usaha pasar tradisional yang dapat digolongkan menjadi 
beberapa bentuk : 
1. Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, 
badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup 
pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi 
pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan 
pokok sehari-hari; 
2. Pasar kelurahan adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan 
kelurahan atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi 
lingkungan kelurahan atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan 
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jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-
hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok; 
3. Pasar tradisional kota adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah 
Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi yang ruang lingkup 
pelayanannya meliputi satu wilayah Kabupaten/Kota dengan jenis 
perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta 
jasa yang lebih lengkap dari pasar lingkungan atau kelurahan; 
4. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan 
bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar kramik, 
pasar burung, dan sejenisnya. 
Pendirian dan permodalan pasar tradisional dapat dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMD termasuk kerjasama 
dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, 
koperasi, berdasarkan kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail 
tata ruang Kota termasuk peraturan zonasinya. 
3. Penerbitan Izin Usaha Pasar Tradisional 
Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar 
Tradisional wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional 
(IUP2T). Walikota Makassar melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2T 
kepada Kepala Dina/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan 
atau di bidang pembinaan Pasar Tradisional atau Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu setempat. Persyaratan-persyaratan tersebut telah diatur 
kedalam PERDA No. 15 Tahun 2009 pada Pasal 16 ayat 2 butir 1. 
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Adapun persyaratan IUP2T harus melampirkan dokumen: 
1. Copy Surat Izin Prinsip dari Walikota; 
2. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi 
dari instansi yang berwenang; 
3. Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN); 
4. Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO); 
5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya; 
7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi 
ketentuan yang berlaku. 
4. Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 
Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan 
pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang 
ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status 
hak pakai lahan pasar, dalam melakukan upaya perlindungan dan 
pemberdayaan pasar tradisional telah diatur PERDA No. 15 Tahun 2009 
pada Pasal 21 ayat (5), (6), dan (7). 
Dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha 
mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada 
di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan 
dalam aspek: 
1. Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional; 
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2. Kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan 
penggusuran yang tidak menguntungkan; 
3. Persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik dalam aspek 
lokasi maupun aspek lainnya; 
4. Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin 
keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan 
harta benda yang diperdagangkan. 
Dalam melakukan pemberdayaan pada pasar tradisional, usaha 
mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada 
di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan 
dalam berbagai aspek: 
1. Pembinaan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di 
dalamnya; 
2. Pemberian subsidi kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, 
menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di 
dalamnya; 
3. Peningkatan kualitas dan sarana pasar tradisional, usaha mikro, 
kecil, menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di 
dalamnya; 
4. Pengembangan pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada 
di dalamnya; 
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5. Fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai 
sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; 
6. Mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada 
Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau 
pasar penunjang. 
Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah 
atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar 
tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, 
menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata. 
Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar 
tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, Pemerintah Daerah 
mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor 
informal agar tidak menganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar 
tradisional. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan 
masalah yang dibahas maka penulis melakukan penelitian di kota 
Makassar pada Pasar Terong (Pasar Tradisional) dan beberapa titik lokasi 
sekitar area Pasar Terong yang masih merupakan kewenangan pihak 
pengelolah pasar yakni, Jalan Poros Terong, Jalan Kubis dan Jalan 
Bayam. Adapun dasar pertimbangan penulis memilih Pasar Terong 
sebagai lokasi penelitian dikarenakan pada lokasi tersebut sebagian besar 
terdapat penyedia lapak yang kemudian disewakan kepada para 
pedagang yang ingin berjualan di sekitar lokasi tersebut. 
B. Populasi dan Sampel 
Hal utama yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data primer 
adalah populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah semua 
penyedia lahan lapak dan penyewa lahan lapak yang berada di lokasi 
Pasar Terong . Sampel dari populasi tersebut, yakni: 14 orang penyedia 
lahan lapak, 31 orang penyewa lahan lapak di Pasar Terong (Pasar 
Tradisional). 
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C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data  yang penulis gunakan ialah sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan pengumpulan data melalui wawancara dan 
tanya jawab mengenai objek penelitian yaitu pihak yang menyediakan 
lahan lapak, dan pihak yang menyewa lahan lapak di sekitar Pasar Terong 
yang telah melakukan perjanjian sehubungan dengan permasalahan yang 
dibahas, serta kepala unit PD. PASAR sesuai dengan kewenangannya, 
serta PERDA No. 15 Tahun 2009 terkait dengan Pasar Tradisional. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan berupa literature, peraturan perundang-undangan, karya-
karya ilmiah, internet dan sumber bacaan lainnya, serta putusan perkara 
yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun 
penelitian literatur, diperoleh  teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
Teknik Wawancara (Interview) 
Yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab 
berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis untuk 
memperoleh data dan informasi yang diperlukan melalui 14 orang pihak 
yang menyediakan lahan lapak, dan 31 orang pihak yang menyewa lahan 
lapak di sekitar Pasar Terong yang telah melakukan perjanjian 
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sehubungan dengan permasalahan yang dibahas, serta 1 orang dari pihak 
PD. Pasar. 
E. Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis kualitatif, yang diperoleh dari lapangan berupa hasil 
wawancara yang dilakukan. Setiap data primer dan data sekunder yang 
telah terkumpul, kemudian ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang 
terperinci, langsung dianalisis, kemudian disusun supaya lebih sistematis, 
dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasil dari kesimpulan yang 
merupakan data yang tersaji dalam bentuk sistematis tersebut dijadikan 
dasar yang dituangkan dalam penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hubungan Hukum antara Penyedia Lahan Lapak, Penyewa  
Lahan Lapak, dan PD. Pasar 
Hubungan hukum dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi 
dalam ranah hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban serta 
memiliki konsekuensi hukum. Hukum mengatur hubungan antara orang 
yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, 
antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi 
hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu 
dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya. 
Penyedia lahan lapak ialah orang atau warga sekitar area pasar 
terong yang menyediakan lahan untuk dijadikan lapak oleh para pedagang 
kaki lima yang ingin berjualan dengan cara menyewa lahan tersebut 
kepada warga sekitar area pasar terong, lahan yang disediakan oleh 
warga tersebut ialah teras atau halaman rumah mereka. Penyewa lahan 
lapak ialah para pedagang kaki lima yang menyewa lahan lapak kepada 
warga sekitar area pasar terong agar bisa berjualan di sekitar area pasar 
terong. Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar  
merupakan perusahaan yang ditunjuk langsung untuk melaksanakan 
kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar, melaksanakan 
pelayanan umum dalam bidang pengelolaan area pasar, membina para 
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pedagang kaki lima yang berada di pasar, ikut membantu stabilitas harga 
dan kelancaran distribusi barang dan jasa. 
Retribusi pasar adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan 
fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah 
daerah dan khusus disediakan untuk para pedagang. Sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan hanya 
dapat  dipungut oleh pemerintah daerah.  
Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu 
jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
1. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan dan bersifat bukan retribusi 
jasa usaha ataupun retribusi perizinan tertentu; 
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi; 
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi 
atau badan hukum yang diharuskan untuk membayar retribusi 
disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum; 
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi; 
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang 
pelaksanaannya; 
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6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta 
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 
potensial; 
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 
dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik. 
Adapun yang menjadi subjek dari retribusi pasar ialah orang pribadi 
atau badan hukum yang menggunakan fasilitas pasar, sedangkan objek 
retribusi pasar meliputi: 
1. Penyediaan fasilitas pasar/tempat (kios, los, dan toko) pada 
pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah; 
2. Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan 
barang dagangan lainnya pada radius 100 meter dari pasar. 
Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran jalannya proses 
pemungutan retribusi pasar dalam memenuhi anggaran daerah 
khususnya di Kota Makassar, maka ditunjuk Perusahaan Daerah Pasar 
Makassar Raya Kota Makassar untuk mengelola, memungut, dan 
mengawasi jalannya retribusi tersebut. 
Dalam proses pemungutan retribusi jasa umum pihak pemerintah 
daerah membentuk suatu tim kolektor yang sudah di SK kan oleh 
pemerintah daerah itu sendiri. Kolektor-kolektor ini nantinya akan 
berkeliling di sekitar wilayah pasar dengan menagih biaya retribusi jasa 
pelayanan pasar. 
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Pada umumnya para pedagang kaki lima yang dikenakan biaya 
untuk wajib membayar biaya retribusi ialah pedagang-pedagang kaki lima 
yang telah memiliki tempat untuk berjualan baik itu berupa toko, kios, 
maupun lapak. Sebagian besar pedagang yang berjualan di pasar terong 
ialah pedagang yang menggunakan lapak sebagai tempat berjualan.  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata lapak dapat diartikan 
berdasarkan kata bendanya yang berarti tempat. Selain itu lapak juga 
biasa disebut sebagai alas meja jualan kaki lima/pinggir jalan/pasar. 
Lapak-lapak biasanya banyak ditemukan di pasar tradisional dan 
umumnya terletak di jalan-jalan setapak.   
Kebanyakan lapak yang ada di pasar terong disediakan sendiri oleh 
pedagangnya, namun dalam hal tempat ataupun lahan yang digunakan 
pedagang ini umumnya mereka menyewa dari warga sekitar area pasar 
terong yang kebetulan lahannya tersebut sangat strategis untuk dijadikan 
tempat berjualan. Lahan-lapak ini umumnya disewakan oleh para warga 
sekitar area pasar dan mengenai ukuran lapaknya juga bermacam-macam 
sesuai dengan ukuran lahan yang dapatkan oleh pedagang. Lapak-lapak 
para pedagang kaki lima yang disediakan oleh warga sekitar area pasar 
terong kebanyakan berada di luar wilayah kewenangan Perusahaan 
Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar karena yang menjadi 
wewenang dari Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar 
yaitu 100 meter dari area pasar, namun penyedia lahan lapak kebanyakan 
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lahannya berada diluar dari wilayah kewenangan Perusahaan Daerah 
Pasar Makassar Raya Kota Makassar. 
Lahan lapak yang disediakan oleh warga sekitar area pasar terong 
umumnya memiliki jangka waktu untuk beroperasi dalam melakukan 
kegiatan perpasaran yang hanya dapat dilakukan mulai dari pukul 01:00-
09:00 WITA, diluar dari waktu yang telah disepakati oleh para pedagang 
kaki lima ini harus dihentikan. Jalan-jalan setapak yang banyak 
menyediakan lahan lapak ini ialah jalan bayam, jalan poros terong, dan 
jalan kubis. Harga dari lahan lapak ini disesuaikan dengan ukuran lapak 
yang digunakan para pedagang kaki lima. 
TABEL 1 
UKURAN LAPAK DAN HARGA SEWA LAHAN LAPAK                 
DI PASAR TERONG 
No. Ukuran Lapak  
(panjang x lebar)            
Harga Sewa Lahan Lapak 
(pertahun) 
 
1. 1 meter x 1 meter Rp. 1.500.000,- 
2. 1,25 meter x 1,25 meter Rp. 1.750.000,- 
3. 1,5 meter x 1,5 meter Rp. 2.000.000,- 
4. 2 meter x 2,5 meter Rp. 2.500.000,- 
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5. 2,5 meter x 2,5 meter Rp. 3.000.000,- 
 
Berbicara mengenai perjanjian sewa-menyewa tentunya harus ada 
pemenuhan hak dan kewajiban, adanya pemenuhan hak dan kewajiban 
dapat menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum ini pastinya 
memiliki konsekuensi hukum apabila salah satu dari pihak yang memiliki 
hubungan hukum ini melakukan wanprestasi. 
 
Hak dari penyedia lahan lapak di pasar terong ialah: 
1. Menerima uang sewa lahan lapak sesuai dengan ukuran 
lahannya dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah 
pihak; 
2. Berhak untuk menegur pihak penyewa lahan lapak apabila masa 
sewanya sudah berakhir; sedangkan 
Hak dari penyewa lahan lapak di pasar terong ialah: 
1. Menggunakan lahan lapak yang telah disewa; 
2. Memperoleh kenyamanan dalam menggunakan lahan lapak di 
pasar terong. 
Hubungan hukum dapat terjadi di antara sesama subjek hukum dan 
antara subjek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subjek 
hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara 
seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum 
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dengan badan hukum lainnya, sedangkan hubungan antara subjek hukum 
dengan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum itu atas 
barang tersebut baik barang berwujud dan barang bergerak atau tidak 
bergerak. 
Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan 
antara hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang 
bersifat publik. Dalam menetapkan hubungan hukum apakah bersifat 
publik atau privat yang menjadi indikator bukanlah subjek hukum yang 
melakukan hubungan hukum itu, melainkan hakikat hubungan itu atau 
hakikat transaksi yang terjadi. Apabila hakikat hubungan itu bersifat privat, 
hubungan itu dikuasai oleh hukum privat. Apabila dalam hubungan itu 
timbul sengketa, siapapun yang menjadi pihak dalam sengketa itu, 
sengketa itu berada dalam kompetensi peradilan perdata kecuali 
sengketanya bersifat khusus seperti kepailitan, yang berkompeten 
mengadili adalah pengadilan khusus juga, kalau memang undang-undang 
negara itu menentukan demikian. Apabila hakikat hubungan itu bersifat 
publik, yang menguasai adalah hukum publik yang mempunyai 
kompetensi untuk menangani sengketa demikian adalah pengadilan 
dalam ruang lingkup hukum publik, apakah pengadilan administrasi, 
peradilan pidana, dan lain-lain. 
Hubungan hukum memerlukan syarat-syarat antara lain: 
a. Ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur 
hubungan itu. 
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b. Ada peristiwa hukum, yaitu terjadi peristiwa hukumnya. Misalnya A 
menjual satu mobil kepada B. Perjanjian jual beli akan menimbulkan 
hubungan antara A dan B dan hubungan itu diatur oleh hukum 
(Pasal 1457 KUH Perdata). A wajib menyerahkan satu unit mobil 
kepada B sebaliknya B wajib membayar mobil sesuai dengan 
perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak, atau kedua-duanya 
telah melalaikan kewajibannya maka oleh hakim dapat dijatuhi 
sanksi hukum. Hubungan antara A dan B yang diatur oleh hukum itu 
disebut sebagai hubungan hukum.16 
 
BAGAN TERKAIT HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENYEDIA  
LAHAN LAPAK, PENYEWA LAHAN LAPAK, DAN PD. PASAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
16 http://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/hubungan-hukum.html diakses pada tanggal 25 
Mei 2016, Pukul 11:28 WITA 
PD. PASAR MAKASSAR RAYA 
 
PENYEDIA LAHAN LAPAK 
PENYEWA LAHAN LAPAK 
51 
 
Antara pihak penyedia lahan lapak dengan pihak penyewa lahan 
lapak memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga menimbulkan 
adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi karena memiliki 
konsekuensi hukum dan kedua belah pihak  terikat dalam suatu perjanjian 
sewa-menyewa, dimana pihak yang menyewakan berkewajiban untuk 
memenuhi hak dari pihak yang menyewa dan pihak penyewa berhak atas 
pemenuhan kewajiban dari pihak yang menyewakan.  
Antara PD. Pasar dengan pihak penyedia lahan lapak tidak memiliki 
keterkaitan  sama sekali karena kedua belah pihak tidak  terikat dalam 
suatu perjanjian apapun sehingga tidak menimbulkan adanya pemenuhan 
hak dan kewajiban. Walaupun kedua belah pihak ini sama-sama 
menyediakan wadah atau lapak bagi para pedagang kaki lima namun 
dalam hal proses pemberian tempatnya berbeda.  
Kalau pihak PD. Pasar sendiri dalam hal memberikan lapak kepada 
pedagang kaki lima, pedagang tersebut harus mengikuti beberapa 
prosedur dan memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan yang sudah 
ditetapkan oleh pihak PD. Pasar.  Persyaratan-persyaratan tersebut telah 
diatur di dalam PERDA No. 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, 
Pemberdayaan Pasar  Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota 
Makassar pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) butir 1 dengan melampirkan 
beberapa dokumen sebagai berikut: copy surat izin prinsip dari walikota, 
hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari 
instansi yang berwenang, copy surat izin lokasi dari Badan Pertanahan 
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Nasional, copy surat izin undang-undang ganggunan, copy surat Izin 
Mendirikan Bangunan, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan 
mematuhi ketentuan yang berlaku.  
Berbeda dengan PD. Pasar, pihak penyedia lahan lapak dalam hal 
pemberian lahan lapak kepada para pedagang kaki lima, pedagang 
tersebut hanya diwajibkan membayar biaya sewa sesuai dengan luas 
lapak yang diinginkan. Tanpa melakukan prosedur apapun para pedagang 
yang sudah membayar biaya sewa sudah bisa menempati lapak tersebut 
untuk berjualan sehingga banyak pedagang yang tertarik untuk melakukan 
hal yang sama. Pedagang yang tanpa mengikuti beberapa prosedur ini 
bisa dikatakan sebagai pedagang liar. Oleh karena itu, semua risiko yang 
nantinya akan terjadi harus siap ditanggung oleh penyewa lapak itu 
sendiri. 
Antara PD. Pasar dengan pihak penyewa lahan lapak memiliki 
keterkaitan secara tidak langsung karena salah satu fungsi dari PD. Pasar 
ialah dengan melakukan pembinaan para pedagang dalam rangka 
pemanfaatan area pasar. Selain itu pihak penyewa lahan lapak harus 
membayar biaya retribusi jasa pelayanan pasar harian sebesar Rp. 5000,- 
setiap harinya.  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 
2016 kepada Pak Rusdi selaku supervisor unit pasar terong bahwa 
mereka selaku pihak pengelolah pasar terong tidak memiliki hubungan 
hukum apapun dengan pihak penyedia lahan lapak karena hal tersebut 
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tidak termasuk dalam kewenangan mereka selaku pihak pengelolah, yang 
menjadi kewenangan mereka selaku pihak pengelolah hanyalah 
pemungutan biaya jasa produksi bulanan serta biaya retribusi jasa 
pelayanan pasar harian dan tidak memungut biaya sewa apapun kepada 
pedagang kaki lima yang ingin berjualan di sekitar kawasan pasar terong.  
Biaya jasa produksi yang dipungut oleh pihak pengelolah pasar 
sebesar Rp. 10.000,- akan dikenakan setiap bulannya dan biaya retribusi 
jasa pelayanan pasar harian sebesar Rp. 5.000,-. Kedua jenis biaya 
retribusi ini akan dilakukan penagihan oleh pihak pengelolah pasar. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 
2016 kepada Pak Rusdi selaku supervisor unit pasar terong bahwa 
mereka selaku pihak pengelolah dalam hal pemungutan biaya retribusi, 
pihak mereka telah membagi beberapa kolektor yang bertanggung jawab 
atas beberapa titik lokasi di kawasan pasar terong untuk melakukan 
penagihan atas biaya retribusi.  
Untuk wilayah jalan poros terong, kolektor yang bertanggung jawab 
dalam hal penagihan biaya jasa retribusi bulanan dan biaya retribusi jasa 
harian ialah Bapak Salju. Untuk wilayah jalan kubis, kolektor yang 
bertanggung jawab dalam hal penagihan biaya retribusi jasa harian ialah 
Ibu Andi Rahmawati dan untuk wilayah jalan bayam, kolektor yang 
bertanggung jawab dalam hal penagihan biaya retribusi jasa harian ialah 
Bapak Tasrif. 
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TABEL 2 
KOLEKTOR UNTUK WILAYAH PASAR TERONG 
No. Nama Kolektor Wilayah  
1. 
Salju  Jalan Poros Terong 
2. 
Andi Rahmawati Jalan Kubis 
3. 
Tasrif Jalan Bayam 
 
Berdasarkan pemaparan Pak Rusdi selaku supervisor unit pasar 
terong dapat dikatakan bahwa antara PD. Pasar dengan penyedia lahan 
lapak tidak memiliki hubungan hukum ataupun keterkaitan apapun 
melainkan yang memiliki hubungan hukum dan keterkaitan ialah antara 
PD. Pasar dengan penyewa lahan lapak dan antara penyedia lahan lapak 
dengan penyewa lahan lapak. 
B. Bentuk Tanggung Jawab Penyedia Lahan Lapak Apabila Terjadi 
Penggusuran/Penertiban di Pasar Tradisional 
 
Pasar merupakan sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan 
infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk 
orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual 
menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini 
merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang 
memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran.17 
                                                          
17 Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2003, hal. 67 
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Pasar tradisional merupakan salah satu sektor penting yang 
mendukung perekonomian rakyat. Di dalamnya, kepentingan rakyat kecil 
hingga kalangan menengah ke atas diwadahi. Pasar tradisional 
merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan 
adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung.  
Selain itu, Pasar tradisional adalah tempat berjualan yang tradisional 
(turun-temurun), tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana barang-
barang yang diperjual belikan tergantung kepada permintaan pembeli 
(konsumen), harga yang ditetapkan merupakan harga yang disepakati 
melalui suatu proses tawar menawar, pedagang selaku produsen 
menawarkan harga sedikit diatas harga standar.  
Pada umumnya pasar tradisional merupakan tempat penjualan 
bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako). Biasanya pasar tradisional 
beraktifitas dalam batas-batas waktu tertentu, seperti pasar pagi, pasar 
sore, pasar pekan dan lain sebagainya. Pada pasar tradisional proses jual 
beli terjadi secara manusiawi dan komunikasi dengan nilai-nilai 
kekeluargaan yang tinggi. 
Pasar terong pertama kali muncul pada tahun 1960, kemunculannya 
pertama kali bukan inisiatif dari pemerintah atau siapapun melainkan oleh 
para pedagang sendiri yang kemudian meramaikan area kecil di ujunung 
selatan terong atau dekat dengan jalan bawakaraeng yang dulu bernama 
jalan maros. Demikian, berawal dari pagandeng  (dengan sepeda) dan 
palembara (dengan pikulan) yang membawa aneka buah dan sayur mayur 
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terjadilah transaksi atau jual beli di area jalan terong dan lorong-lorong 
sekitarnya seperti kini menjadi jalan mentimun, jalan kubis, jalan sawi dan 
sebagainya. Kurang lebih 7 tahun sejak munculnya pertama kali, 
bangunan pasar mulai terlihat di tahun 1967 hingga 1968, wujud pasar 
saat itu hanyalah bertiangkan bambu dan beratapkan nipa. Pada tahun 
1971 pasar terong diresmikan dan ditempati oleh pedagang, bentuk 
bangunan masih sederhana dengan bagian luar pasar berbentuk front 
toko yang menyerupai huruf U. Front toko ini mirip dengan bangunan 
rumah toko (ruko) tetapi tidak bertingkat dan ukurannya lebih kecil. 
Menjelang tahun 1994, ide untuk melakukan revitalisasi pasar, 
dengan desain yang terlalu modern lahirlah sebuah gedung berlantai 4 di 
lahan sebesar 13.253 m2. Revitalisasi ini menuai banyak masalah, 
persoalan yang muncul ialah harga kios dan los yang terlampau mahal 
bagi pedagang kecil yang mendominasi berdagang di pasar terong. 
Banyak yang dengan terpaksa membeli kios yang berharga 40-80 juta 
rupiah atau los bagi pedagang kecil karena tidak ada pilihan lain, walau 
banyak pula yang memilih mengisi badan jalan di luar bangunan yang kini 
berdiri. Masalah lain timbul seiring kepindahan pedagang ke dalam 
gedung baru. Tidak sampai 6 bulan, para pedagang kecewa dengan 
sulitnya proses angkut barang untuk naik turun gedung setiap harinya, 
belum lagi pembeli yang tidak ingin naik hingga ke lantai 2 apalagi lantai 
3. Akhirnya banyak pedagang memilih keluar dan meninggalkan tempat 
mereka yang sudah dibeli dan sedang berjalan cicilannya. Ramailah 
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kembali badan-badan jalan, lorong, trotoar, dan berbagai sudut pasar 
yang memungkinan untuk ditempati.  
Memasuki awal tahun 2000-an keadaan pasar semakin semrawut, 
karena maraknya pedagang di luar gedung ketimbang di dalam gedung 
maka secara narulia dan berdasarkan kebiasaan pemerintah masa itu, 
persoalan ini akan diselesaikan melalui pembersihan pedagang di luar 
gedung yang kemudian dicap “liar”. Maka, ditempuhlah beragam cara baik 
secara legal maupun secara ilegal. Cara legal tentulah melalui jalur resmi 
pemerintah seperti pengerahan satuan polisi pamong praja atau satpol 
PP, lalu cara sebaliknya dengan melibatkan preman untuk melakukan aksi 
teror dan penyebaran ketakutan atas pedagang di pasar. Bahkan, kedua 
cara ini dapat bekerja secara bersamaan sebagaimana yang terjadi di 
tahun 2003, 2005, dan 2007. Dimana preman dan satpol PP turut andil 
dalam serangkaian pembongkaran dan penggusuran kepada pedagang. 
Pasar berkembang, pedagang juga berkembang tapi persoalan tetap 
sama, yakni ketidakadilan terhadap banyak pedagang pasar yang tidak 
mampu mengakses kios dan los di dalam gedung dan merugi akibat kios 
maupun los yang dibeli tiada dikunjungi pembeli. Di tahun 2003 sudah ada 
organisasi yang lahir dari kalangan mereka yang disebut dengan 
Persaudaraan Pedagang Pasar Terong. Organisasi ini sudah berhasil 
meningkatkan nilai tawar pedagang sehingga tidak terlalu rentan oleh aksi 
penggusuran dan ancaman teror dari preman. 
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Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, dari tahun 2014 hingga 2016 
pedagang kaki lima yang semula hanya berada di jalan poros terong 
sekarang mulai meluas hingga kebeberapa ruas jalan yang berdekatan 
dengan jalan poros yang antara lain jalan kubis dan jalan bayam. 
Banyaknya pedagang kaki lima yang ingin berjualan membuat beberapa 
warga atau bisa disebut sebagai pihak ketiga memanfaatkan situasi ini 
sebagai peluang bisnis dengan menyediakan lapak. 
Banyaknya lapak yang tersedia membuat para pedagang kaki lima 
lebih memilih menyewa lahan lapak ke penyedia lahan lapak karena lebih 
praktis dan prosedurnya lebih mudah dibandingkan harus melapor ke 
kepala unit pasar dan harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat 
berjualan di pasar. Hal inilah yang menjadi penyebab utama banyaknya 
pedagang liar. 
Lapak-lapak yang disediakan ini pada dasarnya memiliki batas 
waktu. Pada umumnya pasar tradisional beroperasi mulai dari pagi hingga 
sore hari, dimana jalan poros terong yang dijadikan sebagai pusat pasar. 
Berbeda dengan wilayah jalan bayam dan jalan kubis, kedua wilayah ini 
memiliki batas waktu. Kedua wilayah tersebut mulai beroperasi dari pukul 
01:00 WITA hingga pukul 09:00 WITA sehingga tidak mengganggu 
aktifitas warga sekitar. 
Namun pada praktiknya, ada beberapa warga yang merasa 
terganggu dengan kegiatan pasar tersebut sehingga melaporkan kegiatan 
pasar  tersebut kepada kepala unit pasar, dengan laporan warga tersebut 
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pihak pengelolah pasar dengan cepat bertindak dengan membersihkan 
lapak-lapak yang mengganggu aktifitas warga sekitar. Pedagang yang 
ditertibkan oleh pihak pengelolah pasar harus menerima upaya penertiban 
ini karena tidak memiliki izin untuk berjualan. 
Pedagang-pedagang yang kehilangan lapaknya harus mengalami 
kerugian dua kali lipat karena pada umumnya kebanyakan penyedia lahan 
lapak lepas tanggung jawab kepada penyewa lahan lapak apabila sudah 
melakukan pelunasan biaya sewa, bahkan ada beberapa penyedia lahan 
lapak yang berbuat sesuai kehendaknya, misalkan membatalkan 
penyewaan secara sepihak dengan alasan batas waktu sewa sudah 
berakhir walaupun sebenarnya waktu sewanya baru berakhir setelah 
beberapa bulan kedepan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian 
karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan 
apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap 
melalaikannya atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 
dilampaukannya. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan kerugian ialah 
kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai 
memenuhi perikatan). 18  Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur 
terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Ganti kerugian sebagaimana termaktub 
dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, terdiri dari 3 unsur yaitu:19 
                                                          
18 http://radityowisnu.blogspot.co.id/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html?m=1 diakses 
pada tanggal 31 Mei 2016, Pukul 02:15 WITA 
19 Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, hlm.41 
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1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos 
cetak, biaya meterai, dan sebagainya; 
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur 
akibat kelalain debitur, misalnya ambruknya rumah karena 
kesalahan konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga; 
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnnya bunga yang 
berjalan selama piutang terlambat dilunasi, keuntungan yang 
tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya. 
Adapun bentuk-bentuk kerugian dapat kita bedakan atas dua bentuk, 
yakni:20 
1. Kerugian materiil; 
2. Kerugian immateriil. 
Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat 
materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-
nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada 
umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus 
mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, 
juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.penggantian kerugian yang 
bersifat immateriil, dimana kerugian immateriil dapat terdiri dari 
pengurangan kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena 
penghinaan, cacat badan dan sebagainya, namun seseorang yang 
                                                          
20 http://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/perbuatan-melawan-hukum/, diakses pada 
tanggal 31 Mei 2016, Pukul 02:35 WITA 
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melakukan perbuatan melawan hukum tidak selalu harus memberikan 
ganti kerugian atas kerugian immateriil tersebut. 
Bentuk tanggung jawab penyedia lahan lapak apabila terjadi 
penertiban pasar tradisional sangat beragam,ada yang rela mengganti 
kerugian dengan mengembalikan seluruh uang sewa yang telah dibayar 
lunas oleh penyewa lapak,ada yang mengganti biaya sewa dengan 
mengembalikan sebagian uang sewa yang telah dibayar lunas oleh 
penyewa lapak, bahkan ada yang tidak mengganti biaya sewa. 
 
TABEL 3 
RESPONDEN TERKAIT PENYEDIA LAHAN LAPAK DAN 
PENYEWA LAHAN LAPAK 
 
No. Penyedia Lahan Lapak Penyewa Lahan Lapak 
 
1. 
 
Daeng Kuling 
Daeng Haris 
Daeng Itung 
Daeng Taba 
 
 
2. 
 
 
Daeng Gassing 
Daeng Rala 
Daeng Tompo 
Joni  
Daeng Cae 
3. 
Nurisa   Daeng Aziz 
 
4. 
 
Pak Ambo 
Ita  
Ma’ma 
 
5. 
 
H. Rullah 
Daeng Saleh 
Daeng Sungguh 
Lia  
 
 Daya’ 
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6. Hj. Sanging Daeng Malih 
 
7. 
 
Dewa  
Tina  
Daeng Sese 
 
8. 
 
Daeng Mansur & Ani 
Daeng Puji 
Daeng Pudding 
Daeng Naba 
 
9. 
 
Wawan  
Daeng Rurung 
Daeng Gau’ 
10. 
Soni  Ica’ 
11. 
Ibu Dadi Daeng Rahim 
 
12. 
 
Daeng Nombong & Daeng 
Lukmu’ 
Daeng Ngawing 
Daeng Arpa 
Daeng Nganjung 
 
 
13. 
 
 
PD. Pasar Makassar Raya 
Daeng Naping 
H. Salo’ 
Daeng Gaddong 
Usman 
 
1. Bentuk ganti rugi dengan mengembalikan seluruh biaya sewa. 
Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa penyedia lahan lapak 
terkait dengan bentuk ganti rugi dengan mengembalikan seluruh biaya 
sewa, penulis melakukan wawancara terhadap 3 warga yang 
menyediakan lahan lapak di sekitar area pasar terong. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 
2016 kepada Daeng Kuling salah seorang penyedia lahan lapak di sekitar 
area pasar terong bahwa sampai sekarang Daeng Kuling sudah 
menyewakan sekitar 3 lahan lapak. Pada tahun 2015 Daeng Kuling 
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menyewakan 1 lahan lapak kepada salah seorang penyewa namun baru 
sekitar 1 bulan berlalu pihak pasar melakukan upaya 
penertiban/penggusuran dengan alasan mengganggu pengguna jalan, 
mau tidak mau pedagang yang menyewa lahan lapak Daeng Kuling ini 
harus menghentikan proses penjualannya. Namun karena Daeng Kuling 
yang selaku pihak yang menyediakan lapak merasa bertanggung jawab 
sehingga ia memutuskan untuk mengembalikan seluruh uang sewa yang 
sudah ia terima kepada salah seorang penyewanya. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 
2016 kepada Daeng Gassing salah seorang penyedia lahan lapak di 
sekitar area pasar terong bahwa sampai saat ini Daeng Gassing sudah 
menyewakan sekitar 4 lahan lapak kepada beberapa pedagang kaki lima, 
alasan Daeng Gassing menyediakan lahan lapak karena adanya peluang 
bisnis yang diliatnya karena dari tahun ke tahun semakin banyaknya 
permintaan pedagang kaki lima yang ingin berjualan di sekitar area pasar 
terong walaupun area tersebut belum dijadikan sebagai kawasan pasar. 
Namun karena kondisi pasar yang tidak bisa menampung permintaan dari 
para pedagang kaki lima sehingga Daeng Gassing menyediakan lahan 
lapak ini karena melihat banyaknya tetangga Daeng Gassing yang juga 
telah menyediakan lapak. Awalnya Daeng Gassing menyediakan lahan 
lapak karena melihat lokasi rumah Daeng Gassing yang sangat strategis, 
selain berdekatan dengan pasar terong lokasi rumah Daeng Gassing juga 
berada di pinggir jalan sehingga mudah diakses oleh masyarakat dalam 
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berbelanja. Pada tahun 2015 pihak pengelolah pasar terong melakukan 
upaya penertiban/penggusuran dan salah satu lahan lapak Daeng 
Gassing sempat terkena dampaknya. Ketika upaya penertiban yang 
dilakukan oleh pihak pengelolah pasar terong telah selesai, karena 
merasa bertanggung jawab kepada penyewa akhirnya  Daeng Gassing 
mengembalikan seluruh biaya sewa lahan lapak yang sudah diterimanya 
mengingat pedagang tersebut baru beberapa minggu menyewa lahan 
lapak Daeng Gassing. 
Dari hasil wawancara penulis dengan Daeng Kuling  dan Daeng 
Gassing, penulis juga melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2016 
kepada Ibu Nurisa salah seorang penyedia lahan lapak di sekitar area 
pasar terong bahwa Ibu Nurisa merupakan salah satu pedagang kaki lima 
di pasar ini akan tetapi lahan lapak yang sudah Ibu Nurisa sewa kebetulan 
lebih besar sehingga Ibu Nurisa berpikiran untuk menyewakan setengah 
lahan lapak dari yang sudah ia sewa dengan tujuan untuk mengembalikan 
sebagian modalnya. Namun, apabila suatu saat nanti sewaktu-waktu 
pihak pengelolah pasar terong akan melakukan upaya penertiban, Ibu 
Nurisa mengatakan akan tetap bertanggung jawab kepada pedagang 
yang menyewa lahan lapaknya dengan mengembalikan uang sewa yang 
pernah ia terima dan apabila pihak pengelolah pasar terong tidak 
melakukan upaya penertiban apapun itu sudah menjadi rejeki Ibu Nurisa 
untuk menerima uang sewa tersebut. 
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2. Bentuk ganti rugi dengan mengembalikan sebagian biaya sewa. 
Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa penyedia lahan lapak 
terkait dengan bentuk ganti rugi dengan mengembalikan sebagian biaya 
sewa, penulis melakukan wawancara terhadap 4 warga yang 
menyediakan lahan lapak di sekitar area pasar terong. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 
2016 kepada Pak Ambo salah seorang penyedia lahan lapak di sekitar 
area pasar terong bahwa sampai sekarang Pak Ambo sudah 
menyediakan 2 lahan lapak, alasan Pak Ambo menyediakan lahan lapak 
karena ia berpikir dari pada jalanan masuk ke rumahnya dimanfaatkan 
oleh orang lain untuk dijadikan lahan lapak lebih baik Pak Ambo yang 
menyewakannya kepada pedagang kaki lima. Selain karena lokasi rumah 
Pak Ambo sudah memasuki kawasan pasar, Pak Ambo  berpikir sekaligus 
dijadikan sebagai  bisnis agar mendapat uang tambahan untuk kebutuhan 
sehari-hari. Apabila sewaktu-waktu pihak pengelolah pasar terong 
melakukan upaya penertiban, Pak Ambo mengatakan tidak akan lepas 
tanggung jawab kepada penyewanya. Pak Ambo akan mengembalikan 
sebagian uang sewa yang pernah ia terima dari penyewanya sesuai 
dengan masa pemakaian lapaknya. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 
2016 kepada Hj. Sanging salah seorang penyedia lahan lapak di sekitar 
area pasar terong bahwa posisi rumah Hj. Sanging sudah memasuki 
wilayah pasar, banyaknya permintaan dari pedagang kaki lima untuk bisa 
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diizinkan berjualan maka Hj. Sanging menyewakan halaman rumahnya 
yang tidak terpakai untuk dijadikan lahan lapak. Kebetulan halaman rumah 
Hj. Sanging hanya berukuran 2 meter persegi dan hanya cukup untuk 
dibuat  2 lapak sehingga seluruh halaman rumahnya ia sewakan. Apabila 
pihak pengelolah pasar secara mendadak melakukan upaya penertiban 
dengan alasan menganggu jalanan umum maka Hj. Sanging  selaku 
penyedia lahan lapak mengatakan tetap bertanggung jawab kepada 
penyewanya akan tetapi penggantian biaya sewa hanya dikembalikan 
setengahnya saja karena sudah di potong sesuai masa sewa yang dijalani 
penyewanya. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Ambo dan Hj. 
Sanging, pernyataan serupa diungkapkan oleh Pak Soni dengan Ibu Dadi 
sebagai penyedia lahan lapak di sekitar area pasar terong setelah 
dilakukan wawancara pada tanggal 12 Maret 2016 bahwa Pak Soni 
dengan Ibu Dadi memiliki teras rumah yang kebetulan mengarah ke jalan 
raya, karena lokasi rumah Pak Soni dengan Ibu Dadi sudah memasuki 
kawasan perpasaran maka mereka menyewakan teras rumahnya kepada 
pedagang kaki lima untuk dijadikan lahan lapak karena melihat besarnya 
peluang dan agar teras rumah mereka tidak di manfaatkan oleh orang lain 
maka dari itu mereka menyewakannya. Hal inilah yang menjadi alasan 
utama Pak Soni dengan Ibu Dadi menyewakan teras rumah mereka untuk 
dijadikan lahan lapak dan apabila suatu saat nanti apabila pihak 
pengelolah pasar terong melakukan upaya penertiban Pak Soni dan Ibu 
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Dadi akan mengembalikan uang sewa yang sudah diterima dengan syarat 
di potong sesuai masa pemakaian lahan lapaknya sebagai bentuk 
pertanggung jawaban dari Pak Soni dan Ibu Dadi. 
3. Tidak mengganti biaya sewa dalam bentuk apapun 
Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa penyedia lahan lapak 
terkait dengan sikap penyedia lahan lapak yang tidak mengganti biaya 
sewa apapun saat terjadi penertiban/penggusuran, penulis melakukan 
wawancara terhadap 7 warga yang menyediakan lahan lapak disekitar 
area pasar terong. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 
2016 kepada H. Rullah salah seorang penyedia lahan lapak di sekitar area 
pasar terong bahwa saat ini H. Rullah telah menyewakan sebanyak 3 
lapak di halaman rumahnya yang dulunya pernah ia gunakan sebagai 
tempat parkir motornya. Banyaknya permintaan kepada warga untuk 
menyediakan lahan lapak bagi para pedagang kaki lima membuat H. 
Rullah berpikir untuk membuatkan lapak-lapak bagi para pedagang kaki 
lima yang membutuhkan  dengan menyewanya. Alhamdulillah semua 
lapak yang H. Rullah sediakan sudah ditempati beberapa pedagang kaki 
lima. Apabila nanti terjadi penertiban yang dilakukan oleh pihak 
pengelolah pasar terong H. Rullah yang selaku penyedia lahan lapak tidak 
akan melakukan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada penyewanya 
dengan alasan bahwa pedagang kaki lima itu sendiri yang datang 
kerumahnya untuk diizinkan menempati lahan lapaknya sehingga segala 
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risiko yang nantinya akan ada, semua risiko tersebut harus ditanggung 
sendiri oleh penyewanya. 
Penulis juga melakukan wawancara pada tanggal 12 Maret 2016 
kepada sepasang suami istri yaitu Daeng Mansur dan Ibu Ani salah satu 
yang menyediakan lahan lapak di sekitar area pasar terong bahwa 
mereka menyediakan lahan lapak bagi para pedagang atas seizin pemilik 
rumah karena kebetulan pemilik rumah tersebut adalah bos mereka. Bos 
mereka menginzinkannya agar halaman rukonya  dimanfaatkan sebagai 
lahan lapak karena berhubung halaman ruko bosnya itu sudah tidak 
dijadikan sebagai tempat parkir. Oleh karena itu, bos mereka memberikan 
tanggung jawab sepenuhnya kepada Daeng Mansur dan Ibu Ani untuk 
mengelolahnya dan dijadikan sebagai lahan lapak. Saat ini mereka sudah 
menyewakan sebanyak 3 lahan lapak, apabila nanti pihak pengelolah 
pasar terong melakukan upaya penertiban mereka tidak akan mengganti 
kerugian apapun karena menurut mereka bukan kesalahannya. Mereka  
sebagai orang yang menyediakan lahan lapak hanya menyediakan wadah 
saja bagi para pedagang yang kesusahan mendapatkan tempat untuk 
berjualan. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 
2016 kepada Dewa salah seorang penyedia lahan lapak di sekitar area 
pasar terong bahwa Dewa menyediakan lahan lapak sejak pertengahan 
tahun 2015, lahan lapak yang ia sediakan ini sudah sebanyak 2 lahan 
lapak kemungkinan masih akan bertambah. Kedua lahan lapak yang 
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disediakan oleh Dewa ini semuanya sudah disewa oleh pedagang kaki 
lima. Dewa menyediakan lahan lapak tersebut karena sebagai pemasukan 
sehari-hari dan sebagai biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-harinya. Apabila nanti pihak pengelolah pasar terong melakukan 
upaya penggusuran terhadap lahan lapaknya, Dewa tidak akan 
mengembalikan uang sewa yang sudah diterimanya karena itu risiko yang 
harus ditanggung oleh penyewa itu sendiri. 
Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Wawan salah satu 
penyedia lahan lapak di sekitar area pasar terong saat dilakukan 
wawancara pada tanggal 14 Maret 2016 bahwa Wawan menyediakan 
lahan lapak karena melihat adanya peluang untuk mendapatkan uang 
secara mudah, selain itu ia menyediakan lahan lapak karena selama ini ia 
tidak bekerja (pengangguran). Dewa menyewakan lahan lapaknya secara 
premanisme karena terkadang kalau ia sedang membutuhkan uang, dewa 
akan mencarikan penyewa lain walaupun masa sewa penyewa pertama 
belum belum berakhir. Oleh karena itu, apabila nanti pihak pengelolah 
pasar terong akan melakukan penertiban, dewa tidak akan pernah 
memberikan pertanggung jawabannya baik itu dengan memberi ganti rugi 
berupa mengembalikan uang sewa maupun yang lain-lainnya karena hal 
tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh penyewanya. 
Penulis juga melakukan wawancara kepada sepasang suami istri yaitu 
Daeng Nombong dan Daeng Lukmu’ salah satu penyedia lahan lapak di 
sekitar area pasar terong pada tanggal 14 Maret 2016 bahwa sampai 
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sekarang Daeng Nombong dan Daeng Lukmu’ telah menyewakan 3 lahan 
lapak, mereka mulai menyewakan lahan lapak sejak akhir tahun 2014. 
Alasan mereka menyediakan lahan lapak karena mereka memiliki banyak 
utang dan kehidupan mereka yang pas-pasan. Oleh karena itu, mereka 
menyediakan lahan lapak agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari 
dan banyaknya permintaan pedagang untuk disediakan lahan lapak 
sehingga mereka melakukan kegiatan sewa-menyewa lahan lapak ini. 
Lahan lapak yang mereka sediakan ini sudah memasuki wilayah pasar. 
Apabila nanti pihak pengelolah pasar melakukan penertiban, mereka tidak 
akan bisa mengembalikan uang sewa yang sudah mereka terima karena 
selain uang sudah dipakai untuk membayar utang dan memenuhi 
kebutuhan sehari-hari, pedagang juga sudah siap mengambil risiko saat 
menyewa lahan lapak kepada mereka. 
Selain melakukan wawancara dengan penyedia lahan lapak, penulis 
juga melakukan hal yang sama kepada penyewa lahan lapak. Berikut 
tanggapan dari penyewa lahan lapak mengenai pertanggungjawaban dari 
penyedia lahan lapak. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa penyewa 
lahan lapak terkait mengenai ganti rugi. Jawaban dari penyewa lahan 
lapak itu sendiri sangat beragam, salah satu bentuk ganti ruginya yaitu 
pengembalian uang sewa secara utuh. Berikut hasil wawancara yang 
dilakukan pada tanggal 16 Maret 2016 kepada Pak Haris salah satu 
penyewa lahan lapak di sekitar area pasar terong bahwa pada tahun 2015 
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Pak Haris pernah  berjualan di jalan raya veteran karena kebetulan lahan 
lapak yang ia sewa berada di sisi jalan, namun setelah beberapa lama 
berjualan secara tiba-tiba pihak pengelolah pasar terong melakukan 
upaya penertiban dengan alasan karena sudah mengganggu ketertiban 
lalu lintas di jalan raya tersebut. Saat itu ia telah menyewa lahan lapaknya 
selama 1 tahun dengan biaya sewa sebesar 2 juta rupiah, namun belum 
genap 1 tahun Pak Haris terkena musibah yaitu lahan lapaknya digusur 
oleh pihak pengelolah pasar terong. Disisi lain Pak Haris sangat berterima 
kasih kepada Daeng Kuling karena selain mengizinkannya untuk 
menyewa lahan lapak Daeng Kuling juga sangat bertanggung jawab 
kepada Pak Haris dengan mengembalikan seluruh uang sewa yang 
pernah ia terima dari Pak Haris. Bukan hanya itu, Daeng Kuling juga 
mencarikan lahan lapak pengganti buat Pak Haris agar bisa berjualan 
kembali. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 
2016 kepada Daeng Rala dan Daeng Tompo salah seorang penyewa 
lahan lapak di sekitar area pasar terong bahwa mereka merupakan 
penjual sayur di sekitar area pasar terong dengan menggunakan motor 
kaisar (roda tiga) sebagai alat untuk mengangkut jualannya dari jeneponto 
ke makassar dan menggunakan motor kaisar tersebut sebagai tempat 
jualan. Walaupun hanya menggunakan kendaraan bermotor namun 
Daeng Rala dan Daeng Tompo tetap harus menyewa lahan lapak agar 
bisa berjualan. Mereka tidak memakai meja sabagai alas jualan 
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dikarenakan agar lebih memudahkan mereka dalam berjualan dan tidak 
kerepotan dalam menyediakan dagangannya. Sistem penyewaan lahan 
lapak Daeng Rala dan Daeng Tompo berbeda dengan pedagang kaki lima 
lainnya yang menyewa lahan lapak dalam jangka 1 tahun, namun untuk 
Daeng Rala dan Daeng Tompo hanya menyewa lahan lapak dalam jangka 
harian dengan membayar biaya sewa perharinya sebesar Rp. 25.000,-. 
Pada tahun 2015 lalu di tempat jualan mereka, pihak pengelolah pasar 
terong melakukan upaya penertiban dan dari sekian banyak lahan lapak 
yang ditertibkan, lahan lapak dari Daeng Rala dan Daeng Tompo juga ikut 
ditertibkan. Upaya penertiban tersebut dilakukan dengan alasan karena 
telah mengganggu ketertiban pengguna jalan. Sebagai penyedia lahan 
lapak, Daeng Gassing tetap bertanggung jawab kepada mereka dengan 
mengembalikan uang sewa Daeng Rala dan Daeng Tompo pada hari 
terjadinya penertiban tersebut, bukan hanya itu saja Daeng Gassing juga 
memberikan lahan lapak baru kepada Daeng Rala dan Daeng Tompo 
sebagai  ganti dari tempat jualan mereka. 
Hasil wawancara penulis dengan penyewa lahan lapak terkait 
pengembalian uang sewa sebagian sebagai bentuk ganti rugi dari 
penyedia lahan lapak, berikut hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 17 Maret 2016 kepada Ibu Ma’ma salah seorang penyewa di 
sekitar area pasar terong bahwa Ibu Ma’ma telah menyewa lahan lapak 
sejak awal tahun 2015, namun pada pertengahan tahun 2015 sempat 
berhenti berjualan dikarenakan terjadi penertiban lapak. Pada saat itu 
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memang lokasi penjualan Ibu Ma’ma tidak strategis karena berada di 
pinggir jalan sehingga mengganggu aktifitas lalu lintas. Saat itu Ibu Ma’ma 
menyewa lahan lapak dalam waktu satu tahun sebesar 2,5 juta rupiah 
namun baru beberapa bulan menyewa, lahan lapak yang ia gunakan 
sudah ditertibkan oleh pihak pengelolah pasar terong. Hal tersebut sempat 
membuatnya kebingungan karena takut tidak mendapatkan lahan lapak 
yang baru. Disisi lain, Pak Ambo yang sebagai penyedia lahan lapaknya 
tetap bertanggung jawab kepada ibu Ma’ma dengan mengembalikan uang 
sewanya dengan potongan 50%. Walaupun hanya setengah Ibu Ma’ma 
sangat bersyukur karena uang tersebut masih bisa ia pakai untuk mencari 
lapak yang baru agar bisa berjualan lagi. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 
2016 kepada Daeng Rahim salah seorang penyewa lahan lapak di sekitar 
area pasar terong bahwa ia pernah menyewa lahan lapak kepada salah 
seorang yang menyediakan lahan lapak yaitu Ibu Dadi, namun baru 3 
minggu Daeng Rahim memakai lahan lapaknya, lahan lapak tersebut 
digusur oleh pihak pengelolah pasar dan akibat dari penggusuran tersebut 
Daeng Rahim mengalami banyak kerugian terutama ia tidak bisa 
berjualan dihari itu. Beberapa saat kemudian Daeng Rahim kerumah Ibu 
Dadi dengan maksud dapat memberikan ia solusi atau bertanggung jawab 
kepada Daeng Rahim selaku pihak yang dirugikan. Meskipun Ibu Dadi 
mengerti dengan keadaan Daeng Rahim, Ibu Dadi hanya meberikan 
kompensasi setengah dari uang sewa yang pernah Ibu Dadi terima dari 
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Daeng Rahim, walaupun Daeng Rahim kurang puas terhadap bentuk 
ganti rugi yang diberikan oleh Ibu Dadi menghitung masa pemakaian 
lahan lapaknya baru terbilang beberapa minggu. Daeng Rahim tidak mau 
ambil pusing dengan kompensasi yang diberikan oleh Ibu Dadi makanya 
ia menerima uang tersebut,hitung-hitung untuk menutupi kerugiannya. 
Hasil wawancara penulis dengan beberapa penyewa lahan lapak 
terkait penyedia lahan lapak yang tidak bertanggung jawab ataupun yang 
tidak memberikan ganti rugi apapun. Berikut hasil wawancara yang 
dilakukan pada tanggal 18 Maret 2016 kepada Daeng Rurung salah 
seorang penyewa lahan lapak di sekitar area pasar terong bahwa pada 
tahun 2015 lapak Daeng Rurung digusur oleh pihak pengelolah pasar 
terong, padahal lahan lapak tersebut baru ia sewa sekitar 2 bulan. Wawan 
sebagai pihak penyedia lahan lapak tidak memperdulikan apa yang 
dialami Daeng Rurung bahkan tidak memberikan ganti rugi apapun 
kepada Daeng Rurung. Daeng Rurung terpaksa harus merelakan uang 
sewanya dengan sia-sia karena ia sadar kalau memang itulah risiko yang 
harus ditanggungnya sebagai penyewa lahan lapak liar. Daeng Rurung 
menyadari betul kesalahannya karena ia melakukan perjanjian secara 
lisan dengan Wawan sehingga ia tidak bisa menuntut apapun karena tidak 
memiliki bukti apapun dan Daeng Rurung juga menyadari kalau ia tidak 
mematuhi aturan yang ditetapkan oleh PD. Pasar maka dari itu ia harus 
menerima segala risiko yang terjadi. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 
2016 kepada Daeng Ngawing salah seorang penyewa lahan lapak di 
sekitar area pasar terong bahwa sejak tahun 2015 Daeng Ngawing telah 
menyewa lahan lapak kepada Daeng Nombong dengan jangka waktu 1 
tahun dengan biaya sewa sebesar 2 juta rupiah, namun setelah 5 bulan 
Daeng Ngawing memakai lahan lapak tersebut ternyata pihak pengelolah 
pasar terong melakukan upaya penggusuran. Daeng Ngawing tentu 
khawatir dengan keadaan jualannya karena takut tidak bisa mendapatkan 
lahan lapak lagi, ditambah lagi oleh sikap Daeng Nombong yang sebagai 
pihak penyedia lahan lapak tidak memberikan kompensasi apapun 
kepada Daeng Ngawing. Daeng Ngawing hanya bisa merelakan uangnya 
mengingat Daeng Nombong merupakan warga tetap di area tersebut yang 
merasa memiliki kekuasaan atas lahan lapak-lapaknya dan memang 
Daeng Ngawing juga tidak mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan 
oleh PD. Pasar. 
Selain petikan hasil wawancara penulis dengan beberapa penyewa 
lahan lapak, penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa 
pedagang yang menjual di pasar tradisional tanpa menyewa lahan lapak 
melainkan atas seizin kepala unit pasar. Berikut hasil wawancara yang 
dilakukan pada tanggal 24 Maret 2016 kepada Daeng Gaddong salah 
seorang pedagang di pasar terong bahwa ia sudah berjualan di pasar 
terong sudah 8 tahun, selama berjualan Daeng Gaddong tidak pernah 
dibebankan biaya sewa tempat ataupun lapak melainkan hanya 
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diwajibkan membayar biaya retribusi jasa pelayanan harian. Bahkan sejak 
Daeng Gaddong berjualan di pasar terong, pihak pengelolah pasar terong 
sudah melakukan beberapa renovasi-renovasi bangunan namun Daeng 
Gaddong merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk tetap 
berjualan di pasar terong. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, 
sekarang pesaingan antar pedagang makin ketat karena melihat dari 
tingginya angka kebutuhan masyarakat yang terus berkembang pesat 
sehingga menimbulkan makin banyaknya pedagang-pedagang baru yang 
bermunculan, bahkan sampai ada pedagang yang rela menyewa lahan 
lapak di pemukiman warga tanpa mengikuti prosedur-prosedur yang 
sudah ditetapkan. 
Penulis juga melakukan wawancara pada tanggal 24 Maret 2016 
kepada H. Salo’ dan Usman salah seorang pedagang di pasar terong 
bahwa mereka sudah berjualan di pasar terong sudah menginjak tahun 
kelima, selama berjualan mereka tidak pernah dibebankan biaya sewa 
lahan lapak karena mereka sudah mengikuti prosedur yang di tetapkan 
PD. Pasar, namun mereka hanya dibebankan biaya retribusi jasa 
pelayanan harian. Ditengah ketatnya persaingan usaha antar pedagang di 
pasar terong, mereka merasa bersyukur karena masih diberikan 
kesempatan dan masih dipercaya untuk tetap berjualan di pasar tersebut 
walaupun diluar sana banyak padagang-pedagang yang juga 
membutuhkan lahan lapak namun kurang beruntung dibandingkan dengan 
H. Salo’ dan Usman. Bahkan  sampai ada pedagang yang menyewa lahan 
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lapak kepada warga sekitar agar tetap bisa berjualan dan mencari rejeki di 
sekitar area pasar terong. 
Dari pernyataan di atas dan dari beberapa wawancara yang 
dilakukan dengan beberapa narasumber lainnya, penulis mendapatkan 
hasil bahwa bentuk pertanggungjawaban dari pihak penyedia lahan lapak 
ada 3 yaitu mengembalikan seluruh uang sewa dengan alasan karena 
kasihan kepada penyewanya, mengembalikan setengah uang sewa 
penyewa dengan alasan karena telah memakai beberapa waktu lahan 
lapak tersebut bahkan sampai ada penyedia lahan lapak yang tidak 
mengembalikan uang sewa dengan alasan risiko harus ditanggung oleh 
penyewa. 
Oleh karena itu, beberapa penyewa lahan lapak sangatlah dirugikan 
dalam hal materi karena selain lapaknya digusur pihak penyewa lahan 
lapak juga ada yang dirugikan karena ada segelintir pihak penyedia lahan 
lapak tidak memberikan ganti rugi kepada pedagang yang menyewa lahan 
lapaknya dengan mengembalikan uang sewa sehingga pihak penyewa 
lahan lapak ini harus gigit jari karena tidak dapat memperoleh haknya 
sebagai penyewa. 
Adapun biaya sewa yang harus dikeluarkan oleh pedagang kaki lima 
juga beragam sesuai dengan jangka sewanya. Apabila pedagang kaki 
lima menyewa lahan lapak dengan jangka waktu 1 tahun maka biaya 
sewa yang harus dikeluarkan ialah berkisar dari 2 juta-3 juta rupiah itupun 
tergantung dari penyedia lahan lapak itu sendiri. Apabila pedagang kaki 
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lima menyewa lahan lapak dengan jangka waktu 1 hari hanya dikenakan 
biaya sewa sekitar 25 ribu rupiah perharinya, biaya sewa tersebut juga 
tergantung kepada penyedia lahan lapaknya. 
Bagi para pedagang kaki lima yang menyewa dengan jangka waktu 
1 hari ini, hal tersebut disesuaikan dengan model dagangannya karena 
yang dapat menyewa dengan jangka waktu 1 hari hanya pedagang yang 
berjualan menggunakan kendaraan bermotor, diluar dari kendaraan 
bermotor diharuskan menyewa lahan lapak dengan jangka waktu 1 tahun. 
Hal ini sudah disepakati oleh para penyedia lahan lapak. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Hubungan hukum antara penyedia lahan lapak dengan penyewa 
lahan lapak sangat erat kaitannya karena antara penyedia lahan 
lapak dengan penyewa lahan lapak memiliki keterikatan dalam 
hal perjanjian sewa-menyewa. Antara penyewa lahan lapak 
dengan PD. Pasar memiliki hubungan hukum walaupun secara 
tidak langsung, karena penyewa lahan lapak diwajibkan agar 
membayar biaya retribusi jasa harian yang mana biaya retribusi 
jasa harian ini merupakan program kerja dari pihak PD. Pasar, 
serta antara penyedia lahan lapak dengan PD. Pasar tidak 
memiliki hubungan hukum apapun karena tidak ada perjanjian 
apapun yang mengikatnya. 
2. Bentuk tanggung jawab penyedia lahan lapak kepada penyewa 
lahan lapak sangatlah beragam, ada yang mengembalikan 
seluruh uang sewa penyewa, ada juga yang memberikan ganti 
rugi dengan mengembalikan sebagian uang sewa penyewa lahan 
lapak dengan menghitung waktu pemakaian lahan lapak oleh 
penyewa lahan lapak, dan adapula yang tidak memberikan ganti 
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rugi kepada penyewa lahan lapak dalam bentuk apapun baik itu 
berupa uang ataupun dengan penggantian lahan lapak yang baru 
dengan alasan semua risiko harus ditanggung oleh penyewa 
lahan lapak itu sendiri. 
B. Saran 
Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan 
beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam mencermati terhadap permasalahan status hukum penyedia lapak 
di pasar tradisional, yaitu: 
1. Sebagai pihak pengelolah pasar, PD. Pasar seharusnya 
berkordinasi dengan pihak penyedia lahan lapak sehingga apabila 
sewaktu-waktu pihak pengelolah pasar akan melakukan 
penggusuran atau penertiban  tidak ada pihak yang dirugikan. 
Selain itu, sebaiknya pihak PD. Pasar, penyedia  lahan lapak, dan 
penyewa lahan lapak bekerja sama dalam hal penataan pasar 
tradisional sehingga masyarakat nyaman dalam berbelanja. 
2. Diharapkan para penyedia lahan lapak dapat bersikap bijak dan 
adil dalam menyikapi pemberian ganti rugi kepada penyewa lahan 
lapak apabila terjadi penggusuran, bukan malah lepas tanggung 
jawab dan bersikap masa bodoh. 
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